BAB1

PENDAHULUAN

Manusia pada umunuyya mempunyai kehendak dan keinginan yang
berbeda-beda di dalam pergaulan hidup seban-bari dengan sesamanya karena
pada prinsipnya marusia sebagai makhtuk sosiat tidak bisa hidup sendiri-sendiri.
Namun ada kalanya kehendak dan keinpinan tersebut antara safy dengan yang
lainnya sama, sehingga terciptalah pergaulan hidup yang baik dengan cama
bekerjasama untuk mencapai tujuan manusia dalam memenuhi kehendak dan
keinginannya yang lebih baik. Akan tetapi, seiingkali juga kehendak dan
keinginan manusia untuk merusak pergaulan yang baik itu menjadi lebih buruk
yang berakibat, pada timbulnya pertikasan yang mengganggu keserasian hidup
bersama antar sesama maousia. Dalam hal ini orang atau golongan yang kuat
menindas orang awau goloogan yang lemah untuk menekankan kehendak dap
keinginannya.

Mengingat keadaan tetsebut di atas, agar dalam pergaulan hidup maousia
tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Maka keberadaan hukum sangat penting
sckali untuk mengatur kehidupan manusia yang satu dengan yang lainnya, yang
dituangkan melalui peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur,
gerbuamae-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan-perbuatan mana

vang harus dihindari.' Dalam hal ini penulis mengambil diantaranya perbuatan

* Bapdazfeo dengan Moelinto, Asas-Asas Huhwm Pidang, Edisi Revisi. Rineka Cipta,
I 2008, him. 4 ywig meayalakan : adapun ukurannya, pecbustao meiawan bukum yang mana
pamg &ermeheo sebagai perbuatan pidana. hat itu adalab termasuk kebijaksanaan pemezintah, yang
S ud) oieh berbagai faktor. Biasanya perbutan perbutan yang mupogkin menimbulkan
e YN VER SITASMEDA NAREASI pidana.”



diatur di dalam Kimb Undang-undang Hiukum Pidana®.

Akibatnya lembaga
peradilan merupakan tempat orang-orang mencari keadi}an, disuatu negara hukum
supaya sendi-sendi hukum yang ada dapat ditegakan secara adil dengan tidak
pandang bulu.

Dalam hal masyarakat Indoensia yang telah dengan sengaja atau tidak
melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain maka
sesuai dengan ketentuan KUHPidana, harus diproses secara hukum mulai dari
peayelidikan/penyidikan ditingkat Kepolisian dan penuntutan ditingkat Kejaksaan
sampai putusan di Lembaga Peradilan. Akan temapi terkadang dalam hal putusan
peradilan tingkat pertama terkadang sangat mengecewakan jauh dari rasa keadilan
vang diharapkan, dimana lembaga peradilan memberi putusan bebas murmi
wrhadap pelaku kejahatan (terdakwa). Dalam ha) putusan bebas mumi oleh
KUHPidana memberikan peluang yang sebesar-besarmnya kepada Jaksa Penuntut

Umum’

untuk mengajukan upaya hukum luar biase yaitu Kasasi Demni
Kepentingan Hukum.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acaia Pidana* upaya hukum yang
bmrus dilakukan oleh Jaksa Penunht Umum (JPU) atas putusao Bebas Mumi
wrhadap Terdakwa di Pengadilan pertarna, tentu saja telah diatur oleh Undang-
Undang yaitu Upaya Hukum Luar Biasa Kasasi Demi Kepentingan Hukum di
M3 camah Agung. Akan temapi, petsoalan yang meadasar sekali jika Mahkamah

Agmng ditingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum menguatkan putusan

Peagadilan pertama. apakah JPU dapat memp¢rgupakan upaya hukum luar biasa

8 Sehnjmya disingkat dengan KUHPidana
" Sefanjutnya disingkat dengan JPU
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